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Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu 
benda yang didahului dengan akad dan penyerahannya sejumlah uang yang telah 
ditentukan. Berkaitan dengan hal tersebut di Desa Kemalo Abung Kecamatan 
Abung Selatan, Lampung Utara merupakan salah satu desa yang menerapkan 
praktik jual beli kredit barang elektronik dengan jaminan getah karet, di mana 
penerapannya setiap masyarakat tersebut mengutamakan jangka waktu yang 
pembayarannya dilakukan setiap melakukan transaksi jual beli getahkaret tersebut 
yang dilakukan sekali dalam satu minggu. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah bagaimana praktik kredit barang-barang elektronik dengan pembayaran 
getah karet di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara 
dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik kredit barang-barang 
elektronik dengan pembayaran getah karet di Desa Kemalo Abung Kecamatan 
Abung Selatan.sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui 
praktik kredit barang-barang elektronik dengan pembayaran getah karet di Desa 
Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat 
deskriftifanalisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan dari segi transaksi, praktek kredit ini tidak sesuai dengan hukum 
islam, dimana ada salah satu pihak yang dirugikan, yaitu pihak petani kaaret. 
Karena harus mencicil angsuran kredit dengan sebagian hasil panen getah karet 
mereka yang penetapannya tidak pasti dan menimbulkan kerugian pada pihak 
petani karet. Dalam pandangan hukum islam tentang praktek tersebut tidak 
diperbolehkan. Karena tidak sesuai dengan salah satu syarat syah jual beli yaitu 
dalam hal akad yang ditandai dengan ketidak jelasan dalam penetapan cicilannya 
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dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
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A. Penegasan Judul 
Untuk memberi gambaran yang jelas dan untuk menghindari 
pemahaman yang berbeda dalam memahami skripsi yang berjudul 
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KREDIT BARANG-
BARANG ELEKTRONIK DIBAYAR DENGAN GETAH KARET” 
penulis perlu memberi penegasan dari pengertian istilah judul skripsi tersebut, 
sebagaiberikut: 
Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesuatu 
menyelediki, mempelajari).
1
 Tinjauan dalam skripsi ini adalah ditinjau dari 
pandangan hukum Islam. 
Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Swt. 
berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.
2
 Sedangkan menurut T.M Hasbi 
Ash-Shiddieqy mengartikan hukum Islam sebagai segala yang dikeluarkan  
(ditetapkan) Allah untuk manusia, baik yang berupa perintah maupun tata 
aturan alamiah yang mengatur kehidupan masyarakat dan hubungan mereka 
satu sama lainnya dan membatasi tindakan mereka.
3
 
Kredit merupakan menjual atau membeli sesuatu dengan melakukan sistem 
pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu dan waktu yang sudah ditentukan 
                                                     
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
2
Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1994), h. 154. 
3
Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 57. 
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Barang-barang elektronik merupakan kebutuhan sekunder dari kalangan 
masyarakat yang memiliki peranan penting dalam membantu aktivitas sehari-hari 
untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Barang-barang elektronik tersebut 
memiliki beragam jenis manfaat dalam konteks yang berbeda-beda, contohnya: 
Handphone atau ponsel, Televisi, Kulkas, dll.
5
 
Alat Elektronik untuk Rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan 
mendasar dari sebuah rumah tangga. Karena apabila kita meminjam belum tentu 
mereka akan meminjamkannya, maka dari itu kita sangat membutuhkan alat 
elektronik dalam rumah tangga. 
Getah karet adalah latek yang larutan koloid dengan karet dan bukan karet 
yang tersuspensi di dalam suatu media yang banyak mengandung bermacam-macam 
zat. Getah karet dapat ditemukan di batang kayu, daun dan biji karet. Karet adalah 
tumbuhan besar yang kulit batangnya mengahsilkan getah sebagai bahan pembuatan 
ban, bola, dan sebagainya.
6
 
Semakin banyak permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik, 
menyebabkan bisnis elektronik saat ini banyak ditemukan di berbagai tempat. Dari 
mulai bisnis pembuatan barang elektronik, toko elektronik, bisnis jasa reparasi 
barang elektronik, sampai bisnis kredit elektronik banyak ditemukan di sekitar kita. 
Banyaknya bisnis elektronik yang bermunculan saat ini, karena kebutuhan 
masyarakat akan barang elektronik juga semakinmeningkat. 
Daya beli masyarakat terhadap barang elektronik kini menjadi pesat 
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Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Insdonesia Kontemporer, Modern 
English Pers (Jakarta, 1991), h. 665. 
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contohnya adalah pembelian produk elektronik seperti televisi, radio-tape, 
DVD/VCD player, computer, laptop, handphone, AC, hingga perabot rumah tangga 
seperti setlika, magic com, kipas angin, kulkas, blender, danlain-lain. Semakin 
berkembang dan bertambahnya pelaku bisnis di bidang elektronikini, maka semakin 
membuat para pelakunya ditantang untuk dapat menciptakan differensiasi unik dan 
positioning yang jelas sehingga konsumen dapat membedakan dengan para 
pesaingnya. 
Kondisi  pasar yang kompetitif dan dinamis akan mengakibatkan setiap 
perusahaan harus selalu mengamati persaingan dalam lingkungan bisnisnya. Dalam 
menghadapi lingkungan persaingan yang semakin kuat dan ketat, setiap perusahaan 
dituntut harus mampu mengoptimalkan sumber daya ekonominya guna 
meningkatkan daya saing produknya di pasar, serta mampu meramu serangkaian 
strategi pemasaran yang efektif dan selalu mengembangkan strategi pemasaran 
tersebut secara terus-menerus serta berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
untuk meraih keunggulan kompetitif terhadap para perusahaan pesaing. 
Untuk dapat bertahan dan berkembang, pengelola bisnis penjualan alat 
elektronikdituntut untuk mampu menciptakan keunggulan bersaing atas harga, 
pelayanan, dan kualitas produk dalam upaya memuaskan pelanggan dan menghadapi 
persaingan dalam bisnis ini. Apabila tuntutan ini tidak terpenuhi maka bisnis ini 
tidak akan dapat bertahan hidup. Dalam kondisi ini hanya usaha penjualan alat 
elektronikyang memiliki daya saing tangguh yang akan mampu bertahan hidup dan 
berkembang. Selain keunggulan bersaing, strategi pemasaran yang efektif harus 
menjadi perhatian, yang meliputi upaya mendatangkan pelanggan baru dan 
mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dimana mempertahankan pelanggan 
yang sudah ada menjadi prioritas, karena lebih murah mempertahankan pelanggan 
4 
 
yang sudah ada dari pada mendatangkan pelanggan baru, serta melalui pelanggan 
lama pula strategi pemasaran word of mouth dapat dilakukan. 
Handphone merupakan barang elektronik yang digunakan oleh masyarakat 
sebagai alat untuk berkomunikasi satu sama lain dengan kerabat atau saudara. 
Handphone ini adalah kebutuhan sekunder manusia untuk menunjang kehidupan 
yang lebih mudah dan praktis.
7
 
Televisi merupakan salah satu jenis barang elektronik yang digunakan oleh 
manusia sebagai media untuk memperoleh informasi yang lebih luas. Televisi pun 
dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder manusia yang dapat diartikan 
bahwabarang yang tidak terlalu penting untuk dimiliki akan tetapi dapat di 
pergunakan untuk menunjang kehidupan yang lebih baik lagi.
8
 
Kulkas merupakan barang elektronik yang dapat digunakan untuk membantu 
mengawetkan bahan-bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari dengan cara 
melakukan proses pendinginan. Kulkas merupakan suatu kebutuhan sekunder 
manusia yang tidak terlalu penting, akan tetapi dengan adanya kulkas ini dapat 
membantu masyarakat terutama ibu rumah tangga untuk dapat memanfaatkannya 
sebai alat pengawet makanan terutama sayuran dan buah.
9
 
Dari beberapa contoh barang-barang elektronik diatas, sedikit kita paham 
bahwa kebutuhan sekunder manusia memang tidak harus dimiliki akan tetapi jika 
memilikinya kegiatan manusia tersebut akan menjadi lebih ringan dan waktu yang 
dipergunakan lebih efisien.Tinjauan hukum islam mengenai barang elektronik ini 
adalah makruh yang artinya apabila tidak memmiliki barang elekttronik tidak apa-
apa dan apabila memiliki barang elektronik maka di perbolehkan yang seharusnya 
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juga di larang oleh syariat islam. Akan tetapi semua itu tergantung masyarakat itu 
sendiri untuk dapat memafaatkannya, seperti yang terjadi di desa kemalo abung, 
abung selatan, Lampung Utara yang memanfaatkan barang elektronik untuk dapat 
membantu dalam bekerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. barang elektronik 
untuk masyarakat di desa tersebut hingga masyarakat rela untuk dapat membeli 
dengan cara kredit walaupun system pembayarannya dengan menggunakan hasil dari 
mata pencaharian masyarakat itu sendiri yaitu getah karet.  
Getah karet merupakan zat cair pekat yang dihasilkan oleh pohon karet yang 
memiliki nama biologis haveabrasiliensis. Tanaman ini mengandung getah yang 
dikenal dengan nama lateks yang bias digunakan sebagai bahan dasar pembuatan 
karet. Setelah itu karet yang sudah dibuat dalam bentuk gumpalan itu disimpan dan  
dikeringkan,  selanjutnya  karet  tersebut  ditimbang  dan  dijual.  Hasilproses inilah 
yang dapat disimpulkan bahwa karet memiliki nilai jual yang tinggi.
10
Berdasarkan  
uraian kata  kunci  tersebut  maka dapatditegaskanbahwa judul skripsi ini adalah 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar 
Dengan GetahKaret” (Studi Pada Tengkulak Karet Di Desa Kemalo Abung, Abung 
Selatan, Lampung Utara)”.Adapun studi yang dilakukan di desa Kemalo Abung, 
Abung Selatan Lampung Utara adalah penegasan lokasi penelitian praktek yang akan 
dilakukan mengenai kredit barang-barang elektronik dengan menggunakan bayaran 
getah karet. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan yang dikemukakan penulis dalam memilih judul ini adalah 
sebagai berikut : 
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1. Alasan Obyektif 
a. Bahwa dalam ketentuan hukum islam proses pelaksanaan kredit 
terutama dari sistem akadnya yang harus jelas juga alat 
pembayarannya, akan tetapi pada kenyataannya peneliti 
memperhatikan sistem dan alat pembayaranyang menjadi nilai tukar 
masih harus diteliti. Seperti halnya yang ada di desa kemalo Abung, 
Abung Selatan, Lampung Utara terdapat beberapa orang yang 
melakukan kredit barang menggunakan getah karet, yang biasanya 
sistem pembayaran kredit menggunakan uang. Sistem ini membuat 
peneliti bertanya-tanya bagaimana sistem kredit yang dilakukan di 
desa kemalo Abung, serta tinjauan hukum islamnya mengenai sistem 
kredittersebut. 
b.  Ingin mengetahui apakah sistem kredit barang-barang elektronik 
dengan bayaran menggunakan getah karet sudah berjalan lama dan 
bagaimana kontroversi sistem kredit tersebut dengan pandangan islam 
terhadap masyarakat desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung 
Utara apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau sebaliknya. 
2. Alasan Subyektif 
a. Bahwa data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini 
cukup tersedia sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepatwaktu. 







C. Latar Belakang Masalah 
Dalam bidang ekonomi, Islam menetapkan aturan komprehensif tentang 
keterkaitan antara dua orang yang melakuakn transaksi melalui adanya hukum-
hukum agama tentang masalah itu. Dalam ekonomi Islam terdapat istilah jual beli. 
Jual beli sangat membantu dalam kehidupan manusia secara umumnya, membantu 
dalam tukar menukar barang atau membantu dalam memenuhi semua aspek 
kebutuhan manusia, baik menyangkut kebutuhan yang bersifat primer maupun yang 
bersifat sekunder. Seperti halnya pakaian, makanan, rumah, dan lainsebagainya.
11
 
Jual beli memiliki beberapa macam cara seperti pembayaran lunas/tunai dan 
pembayaran kredit. Pembayaran kredit ini melibatkan dua orang atau lebih untuk 
dapat mencapai sistem jual beli. Permasalahan yang dialami terkadang muncul  dari 
sistem jual beli menggunakan pembayaran kredit. Munculnya permasalahan tersebut 
terkadang timbul dari kesepakatan yang telah dibuat sehingga menimbulkan 
kesepakatan baru serta toleransi bagi sistem jual beli kredit. Seperti halnya yang 
diteliti di Desa Kemalo Abung, Abung selatan, Lampung Utara, bahwa terdapat 
sistem jual beli barang-barang elektronik dengan melakukan pebayaran tanpa 
menggunakan uang (menggunakan getah karet). Peneliti mengasumsikan bahwa 
apakah tindakan dari bisnis tersebut dapatmenguntungkan satu sama lain, dan apakah 
sistem tersebut dapat diakui oleh agama terutama agama Islam. 
Manusia hanyalah penjaga harta yang harus mengoptimalkan usaha 
kekuatannya melalui strategi pengembangan sesuai dengan aturan yang ada.
12
 Atas 
dasar inilah islam mensyariatkan kaidah ekonomi yang menjadi media bagi manusia 
untuk saling melakukan transaksi dengan model yang diperbolehkan, salah satunya 
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adalah jual beli. 
 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini. 
Melalui fokus penelitian ini dapat ditentukan secara jelas pokok permasalahan yang 
menjadi konteks pembahasan sehingga bisa dipilih-pilih dan tidak terlalu 
memberikan penjelasan yang keluar dari pembahasan yang sedang dikaji. Fokus 
penelitian pada skripsi ini tentang kredit barang-barang elektronik dibayar dengan 
getah karet yang terjadi di Desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara. 
 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, untuk lebih sistematisnya perlu 
dirumuskan  permasalahan, adapun permasalahan dalam penelitian itu dapat 
penulis rumuskan permasalahan sebagi berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan kredit barang-barang elektronik dengan bayaran 
getah karet di desa Kemalo Abung, Abung Selatan, LampungUtara? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kredit barang-barang 
elektronik dengan bayaran getah karet di desa Kemalo Abung, Abung 
Selatan, Lampung Utara? 
 
F. Tujuan dan KegunaanPenelitian 
1. Tujuan Penilitian 
a. Untuk mengetahui seperti apa kredit barang-barang elektronik dengan 




b. Untuk menegetahui tinjauan hukum islam tentang kredit barang-
barang elektronik dengan bayaran getah karet di desa Kemalo Abung, 
Abung Selatan, Lampung Utara. 
2. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam teoritis maupun 
manfaat praktis.Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan 
fokus penelitian diatas adalah sebagai berikut. 
a. Secara teoritis dan akademis, bagi masyarakat penilitian ini 
diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai kredit barang-
barang elektronik dengan bayaran getah karet dan di harapkan 
mengetahui tinjauan hukum Islam dalam menggali hal-hal yang 
berkaitan tentang perkreditan yang sesuai dengan syariat-syariat 
Islam. Melalui penelitian yang dilakukan ini di harapkan dapat 
menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran ke 
Islaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah dan 
Hukum, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan 
sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses 
pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang 
maksimal. 
b. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi diri 
sendiri penulis maupun orang lain dan dimaksudkan sebagai suatu 
syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H Jurusan 





G. Signifikasi Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk: 
1. Bahan informasi ilmiah di bidang eonomi Islam khususnya muamalah. 
2. Menjadi telaah bagi siapa saja tentang bagaimana praktik kredit barang-
barang elektronik dibayar dengan getah karet ditinjau dari hukum Islam. 
3. Menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca. 
 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jika dilihat dari jenisnya, penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach)yaitu suatu 
penilitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau 
lapangan atau diresponden.
13
Pada hakikatnya penilitian lapangan ini 
merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis 
tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat. 
b. Sifat penelitian 
Data yang di peroleh sebagai data lama, dianalisa secara 
bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu 
metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 
kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 
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masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang 
bagaimana kredit barang-barang dengan bayaran getah karet yang di 
tinjau dari hukumIslam. 
2. Populasi dan sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang 
sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generaliasi yang terdiri dari 
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
14
 
Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yaitu 1 
kreditur dan 8 orang konsumen di desa Kemalo Abung, Abung 
Selatan, Lampung Utara. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam 
suatu penelitian.
15
Untuk menentukan sampel, maka yang akan 
menjadi rujukan adalah teori yang dikemukakan oleh Suharismi 
Arikunto yang menyatakan bahwa : “apabila subjek kurang dari 100 
orang, maka lebih baik diambil semua, namun jika jumlah populasinya 
besar dapat diambil antara 5-10% atau lebih.
16
 Mengacu pada teori 
yang dikemukakan Suharismi Arikunto diatas, maka jumlah sampel 
yang diambil dalam penelitian ini  adalah sebesar 100% yaitu 9orang, 
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yang terdiri dari satu orang tengkulak karet dan 8 orang lainnya 
mrupakan petani karet di Desa Kemalo, Kecamatan Abung Selatan, 
Kabupaten Lampung Utara. 
3. Data dan Sumber Data 
Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian 
kualitatif  ialah  kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 
seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan Menurut S.Nasition data 
primer adalah data yang dapat diproleh langsung dari lapangan atau 
tempat penelitian.
17
Fokus  penelitian ini lebih pada persoalan penentuan 
hukum dari mekanisme dan bagaimana kredit barang-barang dengan 
bayaran getah karet didesa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung 
Utara. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penilitian ini, 
adalah sebagaiberikut: 
a. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
atau objek yang diteliti.Namun demikian hal ini merupakan data 
primer yang diperoleh peniliti dengan melakukan observasi dan 
wawancara dengan kreditur dan debitur.
18
 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang didapati dari catatan, buku, 
majalah, artikel, e-book, jurnal dan lain sebagainya.
19
Data sekunder 
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yang diperoleh peneliti dari tulisan yang berkaitan dengan 
pembahasan penelitian yaitu dari buku-buku, internet dan lain-lain 
yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji 
dalam penilitian ini. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan 
beberapa metode, yaitu: 
a. Observasi 
Menurut Moh. Nazir, observasi diartikan sebagai pengambilan 
data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain 
untuk keperluan tersebut.
20
Observasi adalah cara dan teknik 
pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan 
secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek 
penelitian. 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
21
Penulis 
menggunakan metode ini sebagai metode pelengkap yaitu untuk 
membuktikan kebenaran data yang diperoleh melalui observasiyang 
dilakukan, yaitu dengan pengumpulan data secara langsung ke desa Kemalo 
Abung, Abung Selatan, Lampung Utara dengan mengamati sistem kredit 
barang-barang elektronik dengan bayaran getah karet. 
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Interview adalah cara pengumpulan data untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau kepada 
perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.
22
 
Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab 
yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan pada masalah,tujuan, 
dan hipotesis penelitian.
23
Pada praktiknya penulis menyediakan daftar 
pertanyaan untuk di ajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang 
mengetahui tentang masalah penelitian sehingga proses interview bisa 
mengarah kepada diperolehnya data-data valid yang dibutuhkan, yang 
selanjutnya akan dilihat dari perspektif hokum Islam. 
c. Dokumentasi 
Selain mengumpulkan data dengan cara observasi dan interview, 
peneliti juga mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen-dokumen 
yang berhubungan dengan kredit barang-barang elektronik, baik itu bersifat 
resmi maupun pribadi. Dokumen resmi terbagi menjadi dua yaitu dokumen 
intern dan ekstern.
24
Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, 
instruksi, dan lain-lain.Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan 
data yang digunakan untuk mengumpul data, menelusuri data historis. Serta 
mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip dan 
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5. Metode Analisis Data 
Analisis data menurut moleong adalah mengorganisasikan dan 
mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar 
sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 
data.
26
Menurut M. Nazir bahwa tujuan deskriptif ini adalah untuk 
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat sera hubungan antara fenomena 
yang diselidiki.Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, 
komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, 
artikel, dan sebagainya. 
Setelah semua sumber-sumber (literature) mengenai data dikumpulkan 
berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data 
yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian serta penyederhanaan data 
kedalam bentuk yang mudah dibaca tentang pembahasan pemabyaran 
menggunakan getah karet atas pembelian barang-barang elektronik dan dapat 
diinterprestasikan. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 
dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang kredit barang- 
barang elektronik dengan bayaran getah karet yang akan di kaji menggunakan 
metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana kredit barang-barang elektronik yang dibayarkan dengan 
getah karet. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu 
agar dapat memberikan konstribusi keilmuan serta memberikan pemahaman 
mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang kredit barang-barang elektronik di 
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desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung Utara. 
Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. 
Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang  khusus 
untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum 
mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat 
kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kredit barang-barang 
elektronik dengan bayaran getah karet. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-






















A. Kajian Teori 
1. Perikatan 
a. Pengertian Perikatan  
Secara etimologi perikatan berasal dari kata kerja “verbiden” 
yang artinya mengikat atau hubungan.Perikatan adalah terjemahan 
dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda verbintenis. Perikatan 
artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang 
lain.
27
Perikatan juga dapat diartikan perhubungan hukum antara dua 
orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban 
untuk memenuhi tuntutan ini.
28
 Sedangkan menurut terminologi 
perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan 
dirinya kepada seoarang atau beberapa orang lain.
29
 
Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta 
kekayaan.Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, harta 
kekayaan diatur dalam Buku III yang mencakup hubungan antara 
orang dan benda, hubungan orang dan orang. Sedangkan hukum 
yang mengatur hubungan antara orang dan orang diatur dalam Buku 
III  tentang perikatan. 
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1) Perbuatan, misalnya jual beli, utang piutang, hibah. 
2) Kejadian, misalnya kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. 
3) Keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah susun, dan 
lain sebagainya. 
Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. 
Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang.
31
 
Hubungan hukum yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat 
dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang 
kemudian menimbulkan istlah “prestasi”, yaitu sesuatu yang dituntut 
oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Tiap-tiap perikatan 




Berdasarkan penjelasan di atas, perikatan melahirkan 
kewajiban kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat 
berwujud salah satau dari tiga bentuk berikut, yaitu: 
1) Untuk memberikan sesuatu; 
2) Untuk melakukan sesuatu; 
3) Untuk tidak melakukan sesuatu tertentu. 
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b. Pengaturan Perikatan 
Perikatan diatur dalam buku III KUHPerdata.Perikatan adalah 
hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian dan undang-
undang.Aturan mengenai perikatan meliputi bagian umum dan 
khusus.Bagian umum meliputi semua aturan yang berlaku bagi 
perikatan umu.Sedangkan bagian khusus meliputi semua aturan yang 
berlaku bagi perjanjian bernama sebagai perjanjian khusus yang 
banyak digunakan dalam masyarakat.
33
 
Jika hukum benda memiliki suatu sistem tertutup, maka hukum 
perikatan menganut sistem terbuka. Maksudnya setiap orang boleh 
mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan 
namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-
undang. Akan tetapi sistemterbuka itu dibatasi dalam 3 (tiga) hal, 
yaitu: 
1) Tidak dilarang undang-undang; 
2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; 
3) Tidak bertentangan dengan kesusilaan.34 
c. Sumber Perikatan 
Sumber perikatan ada 2 (dua) yaitu perikatan yang lahir karena 
perjanjian dan perikatan karena undang-undang. Hal tersebut diatur 
dalam Pasal 1233 KUHPerdata.Dalam perikatan yang terjadi karena 
perjanjian, kedua pihak yakni debitur dan kreditur dengan sengaja 
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bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan tersebut, kedua 
pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.Pihak 
debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas 
prestasi dan sebaliknya. Sedangkan dalam perikatan yang timbul 
karen undang-undang dirinci menjadi 2 (dua), yaitu perkatan yang 
terjadi karena semata-mata karena ditentukan dalam undang-undang 
dan perikatan yang terjadi karena perbuatan orang.
35
 
d. Unsur-unsur Perikatan 
Dalam setiap konsep perikatan dapat diidentifikasi paling 
sedikit 4 (empat) unsur perikatan, yakni sebagai berikut: 
1) Subjek perikatan 
Subjek perikatan disebut juga pelaku perikatan.Perikatan 
yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian 
dank arena ketentuan undnag-undang.
36
 
2) Wenang berbuat 
Setiap pihak dalam perikatan harus wenang berbuat 
menurut hukum dalam mencapai persetujuan kehendak 
(ijabqabul). Persetujuan kehendak adalah pernyataan saling 
memberi dan menerima secara riil dalam bentuk tindakan nyata, 
pihak yang satu menyatakan memberi sesuatu kepada dan 
menerima sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak lain juga 
menyatakan memberi sesuatu kepada dan menerima sesuatu dari 
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pihak yang satu tentang isi perikatan.
37
 
3) Objek perikatan 
Objek perikatan dalam hukum perdata selalu berupa 
benda. Benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat 
dimiliki dan dinikmati orang. Dapat dimiliki dan dinikmati 
orang maksudnya memberi manfaat atau mendatangkan 
keuntungan secara halal bagi orang-orang yang memilikinya, 
misalnya kendaraan bermotor, rmah, perhiasan, makanan, hak 
kekayaan intelektual, dan piutang. Selain itu, benda dapat 
berupa benda berwujud, yaitu benda yang dapat diraba, dilihat, 
atau ada bentuk nyata.Sedangkan benda tidak berwujud, yaitu 
benda yang tidak berbentuk, tidak dapat diraba atau tidak dapat 
dilihat, seperti hak milik, hak pakai, hak sewa, dan lain 
sebagainya. 
Benda objek perikatan harus benda perdagangan sesuai 
dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan 
masyarakat, dan bermanfaat.Benda yang dilarang untuk 
diperjualbelikan secara umum karena merugikan jasmani dan 
rohani, antara lain, narkoba, ganja, miras. 
Benda objek perikatan dapat berupa benda bergerak 
maupun benda tidak bergerak.Benda bergerak adalah benda 
yang dapat diangkat, diangkut, atau dipindahkan, seperti meja, 
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komputer, dan lain sebagainya.Sedangkan benda tidak bergerak 
adalah benda yang tidak dapat diangkat atau dipindahkan, 
seperti bangunan, pabrik, rumah, dan lain-lain. Apabila benda 
dijadikan objek perikatan benda tersebut harus memenuhi syarat 
seperti yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu benda dalam 
perdagangan, benda tertentu atau dapat ditentukan, benda 
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, 
benda itu tidak dilarang oleh undang-undang atau halal, benda 
itu ada pemiliknya dan dalam penguasaan pemiliknya, benda itu 
dapat diserahkan oleh pemiliknya, benda itu dalam penguasaan 
pihak lain berdsar atas hak sah.
38
 
e. Jenis-Jenis Perikatan 
Menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas 
beberapa jenis sebagai berikut: 
1) Berdasarkan KUHPerdata perikatan dapat dibedakan atas: 
a) Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan 
tidak berbuat sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdata) 
menyebutkan “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan 
sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk 
menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk 
merawatnya sebagai bapak rumah yang baik, sampai pada 
saat penyerahan”. 
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b) Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1272 
KUHPerdata) menyebutkan “suatu ketetapan waktu tidak 
menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan 
pelaksanaannya”. 
2) Dilihat dari ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas 3 
(tiga) macam yaitu oerikatan dilihat dari segi subjek, objek, dan 
saya kerjanya: 
a) Dilihat dari subjeknya perikatan dapat dibagi atas: 
(1) Perikatan tanggung menanggung 
(2) Perikatan pokok dan tambahan 
b) Dilihat dari objeknya, perikatan dapat dibagi atas: 
(1) Perikatan postif dan negatif 
(2) Perikatan fakultatif 
(3) Perikatan kumulatif 
(4) Perikatan alternatif 
(5) Perikatan sepintas lalu dan perikatan terus menerus 
(6) Perikatan generic dan spesifik 
(7) Perkatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi 
c) Dilihat dari daya kerjanya, perikatan dapat dibagi atas: 
(1) Perikatan dengan ketetapan waktu 





f. Hapusnya Perikatan 
Hapusnya perikatan dapat terjadi berdasarkan: 
1) Pembayaran 
Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hukum perikatan 
adalah setiap pemenuhan prstasi secara sukarela.Dengan 
dipenuhinya prestasi itu perikatan menjadi terhapus.Pembayaran 
merupakan pelaksana perikatan dalam arti yang sebenarnya, di 
mana dengan dilakukannya pembayaran ini tercapailah tujuan 
perikatan/perjanjian yang diadakan. 
2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpangan 
Jika kreditur menolak pembayaran dari debitur, debitur dapat 
melakukan penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan 
penyimpanan. Caranya diatur dalam Pasal 1404 samapai dengan 
1402 KUHPerdata yang dapat diuraikan sebagai berikut; 
“Barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditwarkan secara 
resmi oleh seorang notaris atau juru sita pengadilan disertai 
dua orang saksi. Notaris atau juru sita membuat perincian 
barang-barang atau uang yang akan dibayarkan tersebut dan 
pergi ke tempat di mana perjanjian pembayaran harus 
dilakukan, dan jika tidak ada perjanjian khusus mengenai hal 
ini, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggalnya. Notaris 
atau juru sita kemudia memberitahukan bahwa ia atas 
permintaan debitur datang untuk membayarkan hutang debitur 
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tersebut, pembayaran mana dilakukan dengan menyerahkan 
barang atau uang yang dirinci itu”. 
3) Pembaharuan hutang 
Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian yang 
menghapuskan perikatan lama, tetapi pada saat yang sama 
menimbulkan perikatan baru yang menggantikan perikatan 
lama. 
4) Perjumpaan hutang atau kompensasi 
Perjumpaan hutang atau kompensasi adalah salah satu cara 
hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan di mana dua 
orang saling mempunyai hutang satu terhadap yang lain dengan 
mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan. 
5) Percampuran hutang 
Percampuran hutang terjadi karena kedudukan kreditur dan 
debitur bersatu pada satu orang.Misalnya kreditur meinggal 
dunia sedangkan debitur merupakan satu-satunya ahli waris. 
6) Pembebasan hutang 
Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum di mana 
kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada 
debitur. 
7) Musnahnya barang yang terhutang 
Jika barang tertentu yang menjadi onjek perjanjian musnah 
tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sehingga sama 
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sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, perikatan 
menjadi hapus asal saja musnah atau hilangnya barang itu bukan 
karena kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannnya. 
8) Pembatalan perjanjian 
Jika suatu perjanjian batal demi hukum tidak ada perikatan 
hukum yang lahir karenanya. Oleh karena itu, tidak ada 
perikatan hukum yang hapus. 
9) Berlakunya suatu syarat batal 
Perikatan bersyarat adalah perikatan yang lahirnya maupun 
berakhirnya (batalnya) digantungkan pada suatu peristiwa yang 
belum dan tidak aan terjadi.Apabila suatu perikatan yang 
lahirnya digantungkan kepada terjadinya peristiwa itu 
dinamakan perikatan dengan syarat tanggung. Sedangkan 
apabila suatu perikatan yang sudah ada yang berkahirnya 
digantungkan kepada peristiwa itu, perikatan tersebutdinamakan 
perikatan syarat batal. 
10) Lewat waktu 
Lewat waktu (daluarsa) menurut Pasal 1946 KUH Perdata 
adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk 
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu 





2. Perikatan dalam Hukum Islam 
a. Pengertian Perikatan 
Dalam Islam perikatan atau perjanjian (aqad) secara harfiah 
berarti ikatan atau peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan 
juga segala yang menunjukkan ikatan untuk melakukan atau untuk 
tidak melakukn sesuatu baik sesuai dengan hukum maupun 
tidak.
39
Perikatan atau perjanjian dipergunakan untuk mewujudkan 
hubungan yang sah antara para pihak, perikatan juga diartikan 
sebagai kesepakatan dua belah pihak yang mengharuskan masing-




Kata akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti 
ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (hissy) maupun tidak  
nampak (ma‟nawy).
41
 Kamus Al-Mawrid, menerjemahkan al-„aqd 
sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian. Istilah 
yang sesuai dengan kata-kata akad yaitu „ahdu  dalam Al-Qur‟an 
mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu 
atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya 
dengan orang lain. Perjanjian atau perikatan yang dibuat seseorang 
tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, 
tidak berpengerah kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. 
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Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Imraan [3] ayat 
76: 
                   
Artinya; “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji 
(yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah 




Istilah „ahdu dalam Al-Qur‟an mengacu pada pertanyaan 
seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan 
orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan 
persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak 
berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang 
dijelaskan dalam surah surat Al-Imraan [3] ayat 76, bahwa janji tetap 
mengikat orang yang membantunya.
43
 
Menurut terminologi ulama fiqh, perjanjian atau perikatan 
dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus: 
1) Secara umum, perjanjian dalam arti luas hampir sama dengan 
pengertian perjanjian/perikatan dari segi bahasa menurut 
pendapat. Ulama syafi‟iyah, malikiyah, dana hanabilah, yaitu 
segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 
keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau 
sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua 
orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. 
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2) Secara khusus, pengertian perikatan/perjanjian yang 
dikemukakan ulama fiqh yaitu perikatan yang ditetapkan dengan 
ijab qabul berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada 
objeknya. Bisa juga berarti pengaitan ucapan salah seorang yang 
perjanjian dengan yang lainnya secara syara‟ pada segi yang 
tampak dan berdampak pada objeknya.
44
 
Mengenai perikatan dalam hukum Islam, Anwar memberikan 
definisi sebagai “terisinya dzimmah seseorang atau suatu pihak 
dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang atau pihak 
lain”.
45
 Sedangkan Az-Zarqa melihatnya sebagai “ keadaan di mana 
seseorang diwajibkan menurut hukum syara‟ untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain.”
46
 Menurut 
Anwar, hukum akad tambahan menggambarkan konsep perikatan 
dalam hukum Islam karena di dalamnya terkandung adanya 
kewajiban hak dan hak bagi masing-masing pihak.
47
Sedangkan Az-
Zarqa melihat hukum akad tambahan di kalangan fuqaha klasik itu 
merupakan perikatan dalam hukum barat.
48
 
Kedua definisi perikatan tersebut lebih melihat objeknya, yaitu 
berupa hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak yang juga 
menggambarkan adanya suatu orientasi yang dicirikan oleh 
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Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
perjanjian/perikatan (aqad) adalah salah satu pengikat serta penguat 
antara pihak yang satu dengan yang lain alam bermuamalah, 
sehingga tidak akan mengakibatkan persengketaan antara kedua 
belah pihak , karena adanya bukti nyata yang dapat diperlihatkan 
apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
b. Dasar Hukum Perikatan 
1) Surat Al-Maidah [5] : 1 
              
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 




2) Surat Al-Imraan [3] : 76 
                   
Artinya; “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati 
janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya 





3) Dalam kaidah fiqh dikemukakan yaitu: 
“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada dalil 
yang membatalkannya dan atau mengharamkannya.” 
Menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya Firma Allah 
“penuhilah akad-akad itu”, berarti janji-janji ialah perkara yang 
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dihalalkan Allah Swt. diharamkan Allah Swt. difardhukan dan 
ditetapkan Allah Swt. di dalam Al-Qur‟an. Maka janganlah 
kamu menyiasati dan melanggarnya.
51
 
Menyempurnakan perniagaan dapat dilakukan dengan adanya 
unsur keterbukaan, kejelasan, dan keadilan, serta kerelaan dari kedua 
belah pihak yang melakukan sebuah periagaan maupuntransaksi. 
Keberadaan perjanjian menjadi sebuah kewajiban untuk menegaskan 
sebuah transaksi yang sah. Unsur kerelaan menjadi penting 
diperhatikan, sebab manakala terdapat unsur keterpaksan dalam 
sebuah perjanjian akan mencederai transaksi tersebut. 
c. Rukun dan Syarat Sah Perikatan 
1) Rukun 
Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang 
membentuk perjanjian itu ada 4 (empat), yaitu:
52
 
a) Al-aqidan adalah para pihak yang membuat perjanjian yaitu 
dua orang atau lebih. Kedua belah pihak dipersyaratkan 
harus memiliki kelayakan untuk melakukan perjanjian 
sehingga perjanjian tersebut dianggap sah. Kelayakan yaitu: 
pertama, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. 
Kedua, bebas memilih. Tidak sah perjanjian yang dilakukan 
orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Ketiga, 
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perjanjian itu dapat dianggap berlaku bila tidak memiliki 
pengadaian yang isebut khiyar (hak pilih). 
b) Ma‟qud „alaih ialah benda-bendna yang diadakan, seperti 
benda-benda yang dijual dalam perjanjian jual beli, dalam 
perjanjian hibah (pemberian), dalam perjanjian gadai, 
hutang yang dijamin seseorang dlam perjanjian kafalah. 




d) Shigat al-aqd ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan 
penjelasan yang keluar dari salah seorang yang melakukan 
perjanjian sebagai gambaran kehendaknya dalam 
mengadakan perjanjian, sedangkan qabul adalah perkataan 
yang keluar dari pihak yang melakukan perjanjian pula, 
yang diucapkan setelah adanya ijab. 
Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal seseorang 
terhalang untuk melakukan perbuatan hukum (melakukan 
kontrak syariah)
54
, di antaranya yaitu: 
a) Gila, bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak waras 
maka akad tersebut tidak sah. 
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b) Rusak akal, dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus  
dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal bisa 
disamakan dengan pengertian gila. 
c) Mabuk, seseorang yang sedang mabuk tidak boleh 
melakukan perbuatan hukum atau melakukan kontrak 
dikarenakan orang tersebut dalam keadaan pengaruh 
alkohol yang memabukan. 
d) Tidur, dalam melakukan perikatan seseorang harus sadar 
ataupun sehat sepenuhnya, bila orang itu dalam keadaan 
tidur, maka batal akad kontraknya tersebut. 
Adapun mengenai rukun akad, ulama fiqh memiliki 
perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi 
Suhendi,
55
 rukun akad yaitu sebagai berikut: 
a) Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing 
pihak terdiri satu orang, terkadang terdiri dari beberapa 
orang. 
b) Ma‟qud „alaih ialah bendan-benda yang diakadkan . 
c) Maudhu‟ al-„aqd 
2) Syarat sah perjanjian 
Menurut pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian itu harus sah 
terpenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: 
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a) Adanya kata sepakat; 
b) Kecakapan untuk membuat perjanjian; 
c) Adanya suatu hal tertentu; 
d) Adanya causa yang halal. 
Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat yang harus 
dipenuhi oleh subjek suatu perjanjian, oleh karena itu disebut 
sebagai syarat subjektif.Syarat ketiga dan keempat adalah syarat 
yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian, oleh karena itu 
disebut dengan syarat objektif. Adapun penjelasa dari masing-
masing sebagai berikut: 
a) Kata sepakat 
Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya 
memberikan persetujuan atas kesepakatan. Jadi sepakat 
merupakan pertemuan dua kehendak di mana kehendak 
pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang 
dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling 
bertemu. 
Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat 
adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa 
yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh 
pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki 
sesuatu yang sama secara timbal balik.
56
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b) Kecakapan bertindak untuk membuat perjanjian 
Kecakapan bertindak adalah kecakaoan atau 
kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan 
hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan 
perbuatan hukum.
57
 Orang-orang yang akan mengadakan 
perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan 
mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, 
sebagai mana ditentukan undang-undang. Orang yang 
cakap/mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan 
hukum menurut ketentuan KUHPerdata adalah telah 
berumur 21 tahun dan atau sudah menikah.
58
 
c) Adanya objek atau hal tertentu 
Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah 
prestasi  (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang 
menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak 
kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk 
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d. Asas-Asas Perjanjian 
1) Kebebasan (Al-Hurriyah) 
Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan 
merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian.
60
 Pihak-
pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk 
membuat perjanjian, baik dari segi materi atau isi yang 
diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan lainnya, 
melakukan perjanjian dengan siapapun, maupun bentuk 
perjanjian termasuk menetapkan cara penyelsaian bila terjadi 
sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama 
tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.
61
 
2) Persamaan atau kesetaraan (al-musawah) 
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak 
yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama 
antara satu dan yang lainnya karena setiap manusia memiliki 
kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Pada 
saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan 
pada asas persmaan atau kesetaraan ini.Tidak boleh suatu 
kelaziman yang dilakukan dalam perjanjian ini. 
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3) Keadilan (al-„adalah) 
Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur‟an 
menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal 
moral.Pelaksanaan asas ini dalam perjanjian, di mana para pihak 
yang melakukan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam 
pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian 
yang telah mereka buat, dan memenuhi semua 
kewajiban.Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi, keadilan adalah 
keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral 
maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara 
masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariah 
Islam.
62
Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap 
adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia yang disebut juga 
kedzaliman. Beberapa hal yang termasuk kedzaliman, antara 
lain adalah riba, timbangan yang tidak adil, penagguhan, 
pembayaran, hutang bagi yang mampu, dan lain-lain. 
4) Kerelaan atau konsesnsualisme (al-ridhaiyyah) 
Dasar asas ini adalah kalimat antara dhin minkum (saling 
rela di antara kalian).Asas ini menyatakan bahwa segala 
transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara 
masing-masing pihak.Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut 
telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu 
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dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.Kerelaan antara 
pihak-pihak yang melakukan perjanjian dianggap sebagai 
persyarat bagi terwujudnya semua transaksi. 
5) Kejujuran dan kebenarn (ash-shidq) 
Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam 
Islam.Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan 
dalam bentuk apapun.Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh 
pada piahk-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak 
berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas-
asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak pada legalitas 
perjanjian yang dibuat. 
6) Kemanfaatan (al-manfaat) 
Asas manfaat maksudnya adalah bahwa perjanjian yang 
dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan 
kemalashatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan 
kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan 
(masyaqqah).Islam mengharamkan perjanjian yang berkaitan 
dengan hal-hal yang bersifat mudharat atau mufsadat, seperti 
yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. 
7) Tertulis (al-kitabah) 
Asas ini mengisyaratkan agar perjanjian yang dilakukan 
benar-benar dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan 
perjanjian, sehingga perjanjian itu harus dibuat secara tertulis 
39 
 
(kitabah).Asas kitabah ini terutama dianjurkan untuk transaksi 
dalam bentuk tidak tunai (kredit).Di samping itu juga diperlukan 
adanya saksi-saksi syahadah, rahn, dan prinsip tanggung jawab 
individu. 
e. Berakhirnya Perjanjian 
Suatu perjanjian dipandang berakhir apabila telah tercapai 
tujuannya. Dalam perjanjian gadai, perjanjian dipandang telah 
berakhir apabila hutang telah dibayar.
63
Selain telah tercapai 
tujuannya, perjanjian dipandang berakhir apabila terjadi 
fasakh(pembatalan) atau telah berakhirnya waktu.
64
Fasakh terjadi 
dalam sebab-sebab sebagai berikut:
65
 
1) Difasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak 
dibenarkan syara‟, seperti yang disebutkan dalam perjanjian 
rusak. 
2) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, 
atau majelis. 
3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan 
karena menyesal atas perjanjian yang baru saja dilakukan. 
Fasakh dengan cara ini disebut iqalah. 
4) Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya perjanjian 
tidak dipenuhi oleh pihak bersangkutan. 
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5) Karena habis waktunya, lazimnya suatu perjanjian selalu 
didasarkan kepada jangka waktu tertentu, amak apabila telah 
sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis 
(langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batalah perjanjian 
yang telah diadakan oleh para pihak.
66
 
3. Perjanjian Jual Beli 
a. Pengertian Jual Beli 
Jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain 
untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (Pasal 1457 
KUHPerdata).
67
Jual beli (menurut BW) adalah suatu perjanjian 
bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji 
untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak 
yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang 




Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu piahk 
perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain 
dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang 
bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “koopn en 
verkoop” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu 
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“verkoop” (menjual) sedangkan yang lainnya “koopt” (pembeli). 
Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya “sale” saja 
yang berarti “penjualan”. 
Pihak penjual berjanji menyerahkan atau memindahkan barang 
hak milik atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak pembeli 
menjanjikan membayar harga yang telah disetujuinya. Selanjutnya 
dikatakan bahwa walaupun undang-undang tidak menyebutkan, 
“harga” itu harus berupa sejumlah “uang” karena bila bukan uang 
(misalnya barang) maka bukan lagi jual beli, tetapi tukar “menukar”. 
Mengenai “penyerahannya” juga perlu dijelaskan bahwa yang 
diserahkan penjual kepada pembeli, bkan hanya kekuasaan barang 
itu melainkan hak milik atas barangnya.
69
 
b. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli 
1) Subjek perjanjian jual beli 
Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa perjanjian timbul, 
disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua 
orang atau lebih.Pendukung hukum perjanjian sekurang-
kurangnya harus ada dua orang tertentu.Masing-masing orang 
itu menduduki tempat yang berbeda.Satu orang menjadi pihak 
kreditur, dan satu orang lagi sebagai pihak debitur. 
Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek 
perjanjian. Kreditur mempunyai ha katas prestasi dan debitur 
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wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Beberapa orang kreditur 




Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan 
hanya orang menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara 
umum diatur didalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
Orang sebagai subjek dapat dibedakan menjadi dua 
pengertian,yaitu: 
a) Natuurlijke person, yang disebut orang sebagai manusia 
atau manusia pribadi yang berarti pembawa hak atau subjek 
hukum didalam hukum. 
b) Rechtpersoon, yang disebut sebagai orang dalam bentuk 
badan hukum yang dimiliki hak-hak dan dapat melakukan 
perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia
71
 
2) Objek perjanjian jual beli 
Objek jual beli merupakan suatu benda yang dapat dinilai 
harganya.Karena dalam perjanjian jual beli, benda tersebut 
dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh 
pembeli kepada penjual. 
Dalam ilmu hukum, benda (zaak) disebut dengan objek 
hukum.Objek hukum (rechtsobject) adalah segala sesuatu yang 
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berguna bagi subjek hukumyang dapat dimiliki, 




Objek dalam perjanjian merupakan sesuatu yang 
diperlukan oleh subjek untuk mencapai tujuan dalam perjanjian. 
“jika undang-udang telah menetapkan subjek perjanjian yaitu 
para piahk pembuat perjanjian ialah perjanjian itu sendiri.
73
 
Dalam pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata menentukan 
bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi 
syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya 
objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan 
pasal 1333 KUHPerdata: 
”Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu 
barang yang paling sedikitditentukan jenisnya. Tidaklah 
menjadi halangan bahwa julah barang tidak tentu,asal saja 
jumlah itu terkemudian dapad ditentukan atau dihitung”.
74
 
Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang dimaksud 
dengan “hal tertentu”sebagai syarat objektif dari syarat sahnya 
perjanjian yaitu barang yang sudah ditentukan minimal sudah 
ditentukan jenisnya,termasuk juga barang yang baru dapat 
ditentukan akan dihitung kemudian,walaupun pada saat 
perjanjian dibuka sebelum ditentukan. 
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Hakikat dan suatu perjanjian pada saat perancangan suatu 
adalah peremusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian 
kehendak,rumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh 
massing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau 
untuk kepentingsan pihak yang lain,walaupun selalu ada 
kemungkinan dibuatnya kontrak yang berisi perjanjian sepihak. 
Namun dinjurkan untuk selalu memahami perjanjian yang 
timbal balik sehingga prestasi harus dilakukan oleh salah satu 
pihak sellau dipahami sebagai imbalan atas prstasi yang akan 
dilkukan oleh pihak lain.Perumusan tentang pihak-pihak 
pembuat perjanjian dan informasi tentang kemampuan hukum 
dan para pihak untuk melakukan tindakan hukum dan 
mengingatkan didalam kontrak dan perumusan tentang objek 
dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi transaksi diantara 
pihak. Syarat dan ketentuan yang biasanya disepakati oleh psrs 
pihak dalam suatu perjanjian adalah besarnya harga jual beli dan 
besarnya harga modal dasar yang disepakati ; objek atau barang 
yang ditentukan ; cara pembayaran,biaya yang harus dibayar 




Menurut tradisi, untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek 
perjanjian haruslah: 





a) Dapat ditentukan  
b) Dapat diperdagangkan (diperbolehkan) 
c) Mungkin dilakukin  
d) Dapat dinilai dengan uang 76 
4. Jual Beli Kredit 
Jual beli disyariatkan kepuasan bagi para hamba-Nya, karena setiap 
manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. 
Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama 
manusia itu hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhannya 
sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamnya. 
Dalam hubungan tersebut memerluka pertukaran, seorang memberikan 




Thomas Suyatno mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang 
beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan 
kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas.Hal ini 
menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan 
cita-citanya. Dalam hal ini ia berusaha, maka untuk meningkatkan daya 
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Dalam praktik sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk 
perjanjian tertulis baik di bawah tangan maaupun secara materiil. Dan 
sebagai jaminan pengaman, pihak peminja akan memenuhi kewajiban 
dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan 
kebendaan. Dasar darikredit adalah kepercayaan. Pihak yang 
memberikan kredit (kreditur)  percaya bahwa penerima kredit (debitur) 
akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan dengan 
jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam surah 
Al-Nisaa [4] ayat 29: 
                      
                      
       
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisaa [4] : 29)
79
 
a. Transaksi Jual Beli Kredit 
Kredit berasal dari bahasa romawi “credera” yang berarti 
percaya.
80
 Pengertian kredit menurut istilah adalah kemampuan 
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untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu 
pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
81
 
Menurut Setiawan Budi Utomo seorang anggota Dewan 
Syariah Nasional (DSN) dan merupakan fatwa MUI menjelaskan 
bahwa: 
“Dibolehkannya jual beli secara kredit, asalkan tidak memakai 
sistem bunga, namu bila karena dorongan kebutuhan yang mendesak  
dan harus melakukan kredit secara berbunga, maka harus didasari 
keyakinan penuh sesuai kondisi financial (ekonomi) mempu melunasi 
pada waktu yang ditentukan, agar tidak terkena utang. Hal  ini 
sesuai prefentif untuk mencegah dari pebuatan dosa”.
82
 
Akad jual beli boleh dilakukan berdasarkan harga sekarang dan 
harga mendatang, atau sebagaian dari harga sekarang dan sebagian 
lain dengan harga mendatang, apabila telah ada kesempatan antara 
kedua belah pihak. Jika pembayaran akan jual beli ditangguhkan dan 
ada penambahan harga dari pihak penjual karena penangguhannya, 
maka jual beli tersebut dibolehkan karena penangguhannya, maka 
jual beli tersebut dibolehkan karena tangguhannya adalah bagian dari 
harga. Hal tersebut menurut Mazhab Hanafi, Syafi‟i, Zaid Bin Ali, 
Muayat Billah, dan mayoritas ahli fiqh dengan alasan umumnya 
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Membayar uang muka, atau yang dikenal sebagai tanda jadi 
transaksi jual beli, adalah bahwa pihak pembeli membeli suatu 
barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. 
Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian dari total 
pembayarannya, dan jika tidak, maka panjar diambil penjual dengan 
dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli. 
Maksud dari kredit adalah suatu yang dibayar secara berangusr-
angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.Setiap 
pemberian kredit secara mendalam ada beberapa arti. Jadi dengan 
menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti atau dengan 
lain pengertian kata kredit ada beberapa unsur yang terkandung 
dalam pemberian suatu kredit. 
1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa 
kredit tersebut akan dibayar kembali oleh si penerima kredit 
dalam waktu tertentu yang telah diperjanjikan.
84
 
2) Kesepakatan, dalam kesepakatan ini dituangkan dalam satu 
perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak 
dan kewajiban masing-masing pihak antara kreditur dan debitur. 
3) Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki 
jangka waktu, ada yang memilih ada yang memilih jangka yang 
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pendek ada juga yang memilih jangka yang panjang, itu 
tergantung dari ekonomi masing-masing atau dari penghasilan 
mereka dan itu tergantung dari kesepakatan dari kedua belah 
pihak. 
4) Risiko, yaitu bahwa setiap pemberian kredit mempunyai risiko 
akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian 
kredit dengan pembayaran kembali, semakin panjang jangka   
waktu kredit semakin tinggi risiko tersebut.
85
 
b. Jenis-Jenis Kredit 




1) Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa : 
a) Kredit produktif, kredit yang diberikan kepada usaha-usaha 
yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi 
barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya.  
b) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang 
perseorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 
masyarakat umumnya. 
2) Kredit ditinjau dari jangka waktunya dapat berupa: 
a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberkan dengan 
baik melebihi jangka waktu satu tahun. 
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b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan 
dengan jangka waktu lebih dari satu tahun tetapi tidak 
melebihi tiga tahun. 
c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang idberikan dengan 
jangka waktu lebih dari tiga tahun. 
5. Jual beli dalam Islam 
a. Pengertian Jual Beli 
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-ba‟i, al-
tijārah, dan al-mubadālah.
87
 Sedangkan menurut Sayid Sabiq jual 
beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (an-
tarādhin). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya 
penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.
88
 
Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan 
beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu 
sama lainnya bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa 




Sedangkan secara terminologi fiqīh jual beli disebut dengan al-
ba‟i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan 
sesuatu yang lain. Lafal al-ba‟i dalam terminologi fiqh terkadang 
dipakai untuk pengertian lawannya yaitu lafal al-Syirā  yang berarti 
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membeli. Dengan demikian, al-ba‟i mengandung arti menjual 
sekaligus membeli atau jual beli. Pengertian sebenarnya dari kata 
“bay‟un” (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang 
dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela 
(suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa “jual” itu ialah ījab 
qabūl (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi).
90
 
Menurut Hanifah pengertian jual beli (al-ba‟i) secara definitif 
yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan 
dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. 
Adapun menurut malikiyah, syafi‟iyah dan hanabillah, bahwa jual 
beli (al-ba‟i), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam 
bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.Dan menurut pasal 20 
ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al-ba‟i adalah jual beli 




Dalam ajaran Islam untuk melakukan sebuah trasaksi jual beli 
telah diatur dalam fiqhmuamalah atau hukum ekonomi Islam. 
Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan  atau norma yang 
menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum 
dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun  
publik berdasarkan prinsip Islam.
92
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Berdasarkan pengertian diatas, maka pada intinya jual beli 
adalah tukar menukar barang yang satu dengan yang lainnya yang 
memiliki nilai secara sukarelal diantara kedua belah pihak, yang satu 
menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 




b. Dasar Hukum 
1) Dasar dalam Al-Qur‟ān 
Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275: 
  …            
Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. “ (QS. Al-Baqarah [2] : 275)
94
 
Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 198: 
                
Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki 
hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah : 198)
95
 
2) Dasar dalam Hadīts 
Dasar hukum yang berasal dari hadīts antara lain adalah 
sebagai berikut: 
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HadītsRasulullah  Saw. yang diriwayatkan Rifā‟ah bin 
Rafī‟ al-Bazar dan Hakim: 
ُسِئَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َأيُّ اْلَكْسِب َأْو أَْفَضُل قَاَل: 
ُروٍر.  96َعَمُل الَّرَُّجُل بَِيِدِه وَُكَّلَّ بَ ْيٍع َمب ْ
“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang 
sahabatnya mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah 
ketika itu menjawab peerjaan yang dilakukan dengan tangan 
seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli 
yang jujur tanpa diiringi kecurangan).” 
 
3) Ijmā‟ 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan 
alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 
dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan 
atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu, harus diganti 
dengan barang lainnya yang sesuai.
97
 
c. Rukun dan syarat Jual Beli 
1) Rukun Jual Beli 
Dalam suatu aktivitas jual beli yang telah dilakukan oleh 
masyarakat sejak masa silam memiliki rukun dan syarat sah nya 
dalam jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad 
(ijabqabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), 
dan ma‟kud alaih (objek akad).
98
 Akad secara umum adalah 
setiap perilaku yang melahirkan hak,atau mengalihkan atau 
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mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu 
pihak ataupun dua pihak.
99
  
Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, 
yaitu ijab dan qabul.Menurut mereka yang menjadi rukun dalam 
jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak 
untuk berjual beli.Namun karena unsur kerelaan itu merupakan 
unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan 
indikator yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah 
pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan qabul, atau 
melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.
100
 
Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang 
menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:
101
 
a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 
b) Sighat (lafal ijab dan qabul) 
c) Ada barang yang dibeli dan 
d) Ada nilai tukar pengganti barang. 
2) Syarat Jual Beli 
Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli apabila dapat 
memenuhi suatu syarat sah jual beli yang berlaku. Syarat-syarat 
ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya 
persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, 
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melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa 
jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama 
dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertansaksi. 
Diantara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual 
beli adalah sebagai berikut : 
a) Al-aqidani (orang yang berakal) 
Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan 
mumayyiz (dapat membedakan antara yang hak dan yang 
batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, 
orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum mummayyiz. 
Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, 
akad jual beli yang dia lakukan ketika sadar hukum nya sah, 




b) Syarat shigatul aqdi (ijab dan qabul) 
Syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut: 
(1) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.103 
Artinya adalah para pihak yang bertransaksi berada 
dalam satu tempat yang bersamaan, atau berada dalam 
satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling 
mengetahui. Perbedaan tempat dapat dikatakan satu 
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majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai 
alasan. 
Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli 
beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli 
melakukan kativitas lain yang tidak berkaitan dengan 
masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan qabul, 
maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak 
sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak 
harus dijawab langsung dengan qabul. 
Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab 
Maliki menyatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja 
dianatarai oleh waktu dengan perkiraa bahwa pihak pembeli 
memiliki kesempatanberfikir.Namun, ulama mazhab 
Syafi‟idan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara 
ijab dan qabul jangan terlalu lama, karena dapat 




Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan qabul 
tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan 
pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta 
tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang 
tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang terjadi di 
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mall.Supermarket, dan toko-toko lainya.Jual beli ini dalam 
fiqh Islam disebut dengan bay‟ al-mu‟atah.
105
 
c) Syarat mahalul aqdi (objek akad) 
Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah :
106
 
(1) Memberi manfaat menurut syara‟. Maka dilarang jual 
beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya 
menurut syara‟, seperti jual beli babi, dan sebagainya. 
(2) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan 
kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual 
motor ini kepadamu. 
(3) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar 
ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum 
nyata atau tidak ada tidak sah,  seperti jual beli hewan 
yang masih dalam kandungan, buah yang masih dipohon 
dan sebagainya. 
(4) Hendaknya objek transaksi berupa barang yang bernilai, 
halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan 




(5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah 
sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat 
ditangkap lagi. Barng-barang yang sudah hilang atau 
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sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan 
jatoh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan 
tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan 
yang sama. 
(6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang 
lain dengan tidak se-izin pemiliknyamatau barang-
barang yang baru akan menjadi miliknya.
108
 
d. Macam-Macam Jual Beli 
Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan 
syarat dan rukun jual beli, yaitu:
109
 
1) Jual  beli sah dan halal; 
Apabila syarat dan rukunnya terpenuhii maka hukum jual 
beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah 
jual beli yang halal. 
2) Jual beli sah tetapi haram; 
Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah 
SWT.seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan 
ibadah, jual beli dengan menghadang barang yang belum sampai 
pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan 
spekulasi dan sebagainya. 
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3) Jual beli tidak sah dan haram; 
Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh 
syara‟, misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli 
buah yang masih pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli 
binatang yang masih dalam kandungan dan sebagainya. 
4) Jual beli sah dan disunnahkan; 
Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk 
meringankan beban orang lain.  
5)  Jual  beli sah dan wajib; 
Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal 
untuk membayar hutangnya. 
Macam-macam jual beli secara umum berdasarkan 
pertukarannya dibagi menjadi empat, yaitu:
110
 
a) Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan 
dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, 
kemudian barangnya diantar belakangan. 
b) Jual beli muqayadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara 
mengukur barang dengan barang, seperti menukar baju 
dengan sepatu. 
c) Jual beli mutlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang 
telah disepakati sebagai alat pertukaran, sseperti uang. 
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d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli 
barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya, 
seperti uang perak dan uang kertas. 
e. Jual Beli yang Dilarang 
Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali 
ada unsur-unsur  kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah 
kpada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya, jual beli arak, 
babi, narkotik, berhala, patung, dan sebagainya yang sudah jelas oleh 
Islam diharamkan, baik memakan, mengerjakan, atau 
memanfaatkannya.
111
 Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya 
adalah sebagai berikut: 
1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad) 
Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dikategorikan shahīh 
apabila dilakukan oleh orang yang bāligh, berakal, dapat 
memilih, dan mampu ber-tasharuf  secara bebas dan baik. 
Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah sebagai 
berikut: 
a) Jual beli orang gila 
Ulama fiqīh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak 
sah.Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, 
dan lain-lain. 
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b) Jual beli anak kecil 
Ulama fiqīh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum 
mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-
perkara yang ringan atau sepele.Menurut ulama Syāfi‟īyah, 
jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab 
tidak ada ahliah.Adapun menurut ulama Mālikiyah, 
Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang 
sah jika diizinkan walinya. 
c) Jual beli orang buta 
Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhūr 
ulama  jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan 
sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi‟iyah, jual beli 
orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan 
barang yang jelek dan barang yang baik.
112
 
d) Jual beli terpaksa 
Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli terpaksa  seperti 
jual beli fudhul (jual beli tanpa seizing pemiliknya), yakni 
ditangguhkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahannya 
ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).Menurut 
ulama Mālikiyah tidak lazim, baginya ada khiyār.Adapun 
menurut Hanabilah, jual beli tidak sah sebab tidak ada 
keridhaan ketika akad. 
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e) Jual beli orang yang terhalang 
Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena 
kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.Jual beli orang yang 
bodoh yang suka menghamburkan hartnya, menurut ulama 
Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat paling shahih di 
kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan.Adapun menurut 
ulama Syifi‟iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak 
ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. 
f) Jual beli malja‟ 
Jual beli malja‟ adalah jual beli orang yang sudah dalam 
bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual 




2) Terlarang Sebab Shighat 
Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang 
didasarkan pada keridhaan di antara yang melakukan akad, ada 
kesesuaian di antara ijab dan qabul; berada di suatu tempat, dan 
tidak terpisah oleh suatu pemisah. 
Jual beli yang tidak  memenuhi ketentuan tersebut 
dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak 
sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai 
berikut: 
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a) Jual beli mu‟āthah 
Jual beli mu‟athah adalah jual beli yang telah 
disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang 
maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.Jumhur 
ulama menyatakan shahih apabila ada ījab dari salah 
satunya.Begitu pula ijab qabuldengan isyarat, perbuatan. 
Atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan. 
Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai 
sighat dengan perbuatan atau isyarat.
114
 
Adapun ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa jual beli 
harus disertai ijab qabul, yakni dengan sighat lafazh, tidak 
cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi 
dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan.Mereka 
hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang 
yang uzur. 
Jual beli al mu‟athah dipandang tidak sah menurut 
ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi‟iyah 
membolehkannya seperti Imam Nawawī. Menurutnya, hal 
itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Begitu pula 
Ibn Surajj dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal 
kecil. 
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b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan 
Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat 
atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya 
surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika 
qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, 
seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud. 
c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan 
Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan. 
khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. 
Selanjutnya isyarat juga, menunjukkan apa yang ada di 
dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan 
tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah. 
3) Terlarang Sebab Ma‟qūd Alaih (Barang Jualan) 
Secara umum, ma‟qud alaih adalah harta yang dijadikan 
alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut 
mabi‟ (barang jualan) dan harga. 
Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila 
ma‟qūd alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, 
berbentuk, dapat diserahkan, dan dapat dilihat oleh orang-orang 
yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan 
tidak ada larangan dari syara‟. Selain itu, ada beberapa masalah 
yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh 
ulama lainnya, di antaranya sebagai berikut: 
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a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak 
ada, jumhūr ulama sepakat bahwa jual beli barang yang 
tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah. 
b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung 
yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak 
berdasarkan ketetapan syara‟. 
c) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada 
kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang 
masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya 
kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.  
d) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, 
babi, berhala, bangkai, dan khamar.
115116
 
4) Terlarang Sebab Syara‟ 
Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi 
persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa 
masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, dia 
antaranya berikut ini. 
a) Jual beli riba, riba nasiah dan riba fadhl adalah fāsid 
menurut ulama Hanāfiyah, tetapi batal menurut jumhur 
ulama. Jual beli nasiah atau penangguhan pembayaran, 
yaitu jual beli harta ribawi lain yang ada pada keduanya 
terdapat „illat yang sejenis, dengan pembayaran yang 
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diatngguhkan. Riba fadhl atau bunga tambahan, yaitu 
menukar harta yang berpotensi riba dengan jenis yang sama 




b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan 
Menurut ulama Hanāfiyah termasuk fāsid (rusak) dan 
terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur 
ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadīts 
Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw. 
mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, dan 
patung. 
c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang 
Yakni mencegat pedagang dalam perjalannya menuju 
tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan 
mendapatkan keuntungan. Ulama Hanāfiyah berpendapat 
bahwa hal itu makruh tahrim.Ulama Syāfi‟īyah dan 
Hanabilahberpendapat, pembeli boleh khiyār. Ulama 
Mālikiyah berpendapat  bahwa jual beli seperti itu termasuk 
fāsid. 
d) Jual beli waktu adzan Jumat 
Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melakukan shalat 
Jumat.Menurut ulama Hanāfiyah pada waktu adzan pertam, 
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sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib 
sudah berada di mimbar. Ulama Hanāfiyah 
menghukuminya makrūh tahrīm, sedangkan ulama 
Syāfi‟īyah menghukumi shahīh haram.Tidak jadi pendapat 




e) Jual beli dengan syarat (Iwadh Mahjul), jual beli seperti ini, 
hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua 
harga, hampir saja disini dianggap sebagai syarat seperti 
seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini 
kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu 
padaku.” Lebih jelasnya, jual beli sama dengan jual beli 
dengan dua harga (arti yang kedua menurut Syafi‟i). 
f. Manfaat dan Hikmah Dalam Jual Beli  
Berlandaskan kepada falsafah hidup Muslim: “Sesungguhnya 
shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku karena Allah”, maka setiap 
usaha apapun yang halal tidak terlepas daripada tujuan memperoleh 
Ridha Allah Swt. Demikianlah, falsafah hidup saudagar Muslim 
yang beriman dan bertaqwa, berniaga, berjual-beli atau melakukan 
gerak dalam bisnis, mata hatinya selalu terarah kepada tujuan 
filosofis yang luhur itu. 
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Dalam aktivitas jual beli terdapat unsur tolong menolong, di 
mana pihak penjual mencari rezeki dan mencari keuntungan dari 




Di samping itu, jual beli juga menghindarkan seseorang dari 
penguasaan harta secara tunggal atau agar harta itu tidak berputar 
atau beredar di lingkungan orang-orang kaya saja dan juga agar umat 
manusia terutama yang beriman terhindar dari perbuatan saling 
memakan harta dengan cara-cara yang batal.
120
Pada dasarnya mereka 
juga mencari untung dan laba sebagai mana saudagar-saudagar pada 
umumnya, tetapi tidaklah menjadikan keuntungan materil itu sebagai 
tujuan akhir. Keuntungan atau laba yang diperolehnya akan 
dijadikan sebagai sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah 
swt. 
Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual 
beli antara lain: 
1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang 
dada dengan jalan suka sama suka. 
2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta 
yang diperoleh dengan cara batil. 
3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal. 
4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). 
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5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagian bagi 
jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan 
ridha terhadap anugerah Allah SWT. 
6) Dapat menciptakan hubungan silaturrahim dan persaudaraan 




B. Tinjauan Pustaka 
Dalam pembahasan tinjauan hukum islam tentang kredit barang-barang 
elektronik yang dibayar dengan menggunakan getah karet, sudah ada beberapa 
peneliti terdahulu. Namun dalam pembahasannya terdapat banyak perbedaan antara 
peneliti satu dengan yang lainnya. Berikut adalah penelitian yang membahas 
mengenai tinjauan hukum islam tentang kredit barang-barang elektronik yang 
dibayar dengan menggunakan getah karet: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fatoni, M.Ag yang berjudul 
“kearifan islam atas jual beli kredit (studi pada tukang kredit di 
kecamatan cepiring kabupaten kendal”. Fatoni menyatakan bahwa jual 
beli bayar tunda mirip dengan jual beli riba. Kemiripan itu ada pada 
penundaan pembayaran yang disinyalir dikaitkan dengan penambahan 
harga. Islam memberi solusi kepada umatnya untuk melakukan jual beli 
bayar tunda tanpa terjebak  dalam riba. Islam tidak mengharamkan jual 
bayar tunda tetapi Islam arif dalam menghadapi pemenuhan kebutuhan 
dengan cara jual beli bayar tunda. Banyak praktek jual beli bayar tunda 
yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan maupun oleh masyarakat. 
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Jual beli bayar tunda di lembaga keuangan masih terkesan formalitas 
semata karena substansinya adalah pembiayaan. Jual beli bayar tunda 
yang dilakukan oleh masyarakat ada yang dilakukan untuk mengelabui 
praktek rentenir karena substansinya adalah pinjam uang dengan cara 
akad jual beli barangjaminan. Ada praktek jual beli bayar tunda yang 
masih mendekati dengan kearifan Islam yaitu jual beli model mendring 
di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Ia dilakukan oleh 
perorangan dan menerapkan beberapa prinsip jual beli yang sah 
menurut norma agama. Persoalannya adalah mengapa para tukang 
kredit yang beragama Islam mempraktekkan jual beli model mendring 
dalam transaksi jual beli bayar tunda yang dia lakukan. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Olvi Langi yang berjudul “Analisis 
Yuridis Terhadap Jual Beli Kredit Perumahan Dosen Dan Staf 
Administrasi Di Universitas Negeri Manado”. Olvi menyatakan bahwa 
tenaga edukatif (pendidikan) di UNIMA berjumlah 839 orang 
sedangkan tenaga kependidikan (administrasi) berjumlah 430 orang. 
Tenaga pendidikan dan tenaga administrasi kebanyakan bertempat 
tinggal di luar Tondano. Kepmen Nomor 109/0/2001. Kebutuhan akan 
rumah menyebabkan UNIMA menyiapkan fasilitas pembelian rumah 
secara kredit, agar semua staf pengajar dan administrasi memiliki rumah 
dekatkampus. Jual beli dengan sistem kredit diharapkan memudahkan 
dosen dan tenaga administrasi memiliki rumah berdasarkan hal tersebut 
penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif 
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terkait dengan kajian aspek jual beli dan aspek kepemilikan rumah 
secara kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli rumah 
secara kredit merupakan fasilitas dari institusi UNIMA dimana 
dilakukan perjanjian pelepasan hak dengan institusi pertanahan sesudah 
itu dilakukan perjanjian antara UNIMA dengan Perum Perumnas untuk 
proses pemilikan rumah sedangkan untuk proses krdit dan 
pembayarannya dilakukan melalui bank KPR BTN. 
Sedangkan dalam penelitian yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Kredit Barang-Barang Elektronik Dibayar Dengan Getah Karet” 
(Studi Pada Tengkulak Karet Di Desa Kemalo Abung, Abung Selatan, Lampung 
Utara)” berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana dalam penelitian 
ini difokuskan kepada perkreditan barang- barang elektronik yang dibayar 
dengan getah karet, sedangkan penelitian sebelumnya tentang jual beli 
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